Menimbang: &.

Mengingat:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI TENGAH,

bahwa sesuai dengan ketentuan: Pasad 127 huruf b Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, mengatur retribusi pasar grosir dan/atau
pertokoan merupakan szlah satu sumber pendapatan daerah
yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimans dimaksud dalagn
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Undang-Undang Nomeor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 'Dalam Lingkungan
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara R;:publik Indonesia
Tehunr 1956 Nomoer 58, Tambeahan Lembaran Negarz Republik
Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 32 Talwun 2009 tentzng Pengelolazn

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubsahian
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talhun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintahh Pusat dasx Pemerintzhan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dzerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor: 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indeonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 téntang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran VNegara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembinaan
darn Perann Masyarakat (Lembararr Negara Republik Indonesix
Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3957);

Peraturan Pemerintahh Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambehan Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor
4593); _

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemaanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun

2007 tentang Orgenisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daeral

e

Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dengan Persetujuan Bersama }
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
dan
RUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR
DAN/ATAU PERTOKOAN.

BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Pemerintahan Daerah adalzh Penyelengaraanm urusan Pemerintzhan cleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar ™" zara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemeru.aah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Tapanuli tengah.
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Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Pejabat adalah pegawail yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -

7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

8. Peraturan Bupat adalal: Peraturan Bupati Tapanuli Tengah.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, persercan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masss, orgarisasi sosiad
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10.Penerimaznn Daerah adalah Seluruhh Hasil Penempatan Dana Pemerintah
Daerah.

11.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
sebagal pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang klwuusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.

12.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usazha dan pelayanan
yvang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

13.Jasza Uséha adalelr jasa yang disediakanr oleh Pemerintalr dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

14.Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyedizan fasilitas pasar grosir

berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang

disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

15.Wajib Retribusi Perizinanr Jasa Uszha adalah orang pribadi atau Badan

]

adan ¥

f

g
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
Retribusi Jasa Uszaha.

16.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan
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menggunakan formulir atau telah dilakuksn dengan cera lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang dihunjuk oleh Bupati.

17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi
yang terutang.

18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDIB, adalah surat ketetapann Retribusi yang menentukan jurmah
kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar
daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

19.Surat Taghan Retribusi Daeral, yang selanjutnya disingkat STRD, adalal
surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

20.8Surat Keputusann Keberatznn adalah, Surat Keputusan atas Keberatanr atas
terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.

21.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun deinr mengelah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

3

4
i

»

pemenulan kewajiban retribusi daeraly dary/atau untuk tujuan lain dalan
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi
daerah.

22 Penyidiken Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

23.Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daeral: Kabupaten Tapanuli Tengal.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi

atas penggunaan/pemanfaatan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang
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diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang,
dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang
disediakan /diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD,
dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau

badan yang menggunakan/memanfaatkan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

yang disediakan, dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI “
Pasal 5 -

Retribusi Pasar dan/atau Pertokoan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pagal 6

Tingkat penggunaan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan diukur dengan

didasarkan jumlah dan ukuran luas.



BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi
Pasar Grosir dan/atau Pertockoan didasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut
dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

(3) Besarnya tarif Retribusi pemanfaatan penggunaan fasilitas pasar grosir dan

pertokoan ditetapkan sebesar Rp. 2.500.-/Mz2.

BAB VI
PERIZINAN

Pasal 8

(1) Setiap orang, kelompok atau Badan yang melakukan kegiatan usaha
pemakaian/penggunaan/pemanfaatan pasar grosir dan/atau pertokoan di
Kabupaten Tapanuli Tengah wajib memiliki Izin pemakaian/penggunaan/
pemanfaatan pasar grosir dan/atau pertokoan yang diatur melalui
Peraturan Bupati.

(2) Setiap kegiatan usaha pasar grosir / pertokoan modern harus memiliki izin
usaha perdagangan antara lain :

a. 1zin usaha pengelola pasar tradisionil (IUPPI) untuk pasar tradisionil
punya pemerintah dan swasta;
b. izin usaha pusat perbelanjaan ([UPP) untuk pertokoan, grosir, mall,

plaza dan pust perdagangan,

(]

c. izin uszha toko modern (IUTM) untuk minimarket, departemen

e -
tore,

(

perkulakan.
(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati.
(4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dan ayat (3) diberikan
setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.
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BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada Pihak Ketiga /
diborongkan.

(2) Pemungutan retribusi dengan menggunakan SKRD éfau--dokumen lain yang
dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.

(4) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten

Tapanuli Tengah.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang terutang dipungut di wilayah
Daerah.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2 % (dua persen} setiap bulan dari retribusi yang terutang

o~

rang

(.

tidak atau kurang dibayar.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara tunai/lunas.
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(2) Pembayaran retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ditagih dengan menggunakan STRD.
(3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didahului

dengan surat teguran.

BAB X1
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi,
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XTT
PEMANFAATAN
Pasal 14

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan
untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan
pelayanan vang bersangkutan.

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan  Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 15

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
atau pejabat yang dihunjuk atas SKRD atau doku,men lain yang
dipersamakann, -

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

(3} Keberatann harus dizjukan dalam jangks waktu paling lama 3 (tigay bulan

sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat
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(1)

menurjukkan bahwa jangka waktu itu tdak dapat dipenuli karena keadaan
di luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib
Retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksaniaan penagihian Retribusi.

Pasal 16

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal dan
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang digjukan
harus diberi keputusan oleh Bupati.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besahlya Retribusi yang terutang.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut

dianggap dikabullean.

Pasal 17

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau sfelu{':.z}mya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
besarnya retribusi.
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan,
keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN.

Pasal 19

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis kesalahan hitung dan atau
kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang - undangan retribusi
daerah.

(2) Wajib retribusi dapat mengajukan permchonan _pengurangan  atau
penghapusan sanksi administrasi beripa Bunga dan kénaikan retribusi yang
terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib
retribusi atau bukan karena kesalahannya.

(3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kekurangan atau pembatalan
ketetapan retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {2}, dan ayat (3) harus
disampaikan secafa tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat
yang di tunjuk paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan
STRD dengesnr memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk
mendukung permohonannya.

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dikeluarkan oleh Bupat atau Pejabat vang divunjuk paling lama 3 {tiga) bulan

[~

sejak surat permohonan di terima.
(6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2) dan ayat (8), Bupati atau Pejabat yang dihunjuk tidak memberikan

keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.
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TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 20

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan
STRD.
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disampaikan secara tertulis kepada bupati atau pejabat yang dihunjuk dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD
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(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang dihunjuk dalam jangka waktu
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AR XUl

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Posal 21

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Bupati untuk perhitungan pengembalian kelehihan pembayaran retribusi.

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan
pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan Hutang
Remribusi dan sanksi administrasi vang ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas
kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran

Dasal 23

I

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah
dilakukan perhitungan sehagaimana dimaksud pasal 21, diterbitkan SKRDLB
paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran retribusi.
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Pacal 22

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 22 dilakukan dengan menerbitkan
Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SMPKR).

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) diterbitkan
bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

AR XVIT

KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,

Lacuali Qpahno ‘_X’Qﬂh Retribus melainilean tindalr nidana di hidano Fatribusi

e > s AAs v DA

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila:

o Arerhitlr-arn Qrirad Yo STotd
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b.ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun
tadak langsung.

3} Dalam hal diterbitban S
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et i sud p ayat |

—

)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.

{4} Pernoalnian utano Paislr sevars lanosuna c-f:-hana-am"ﬁ-s Airmolre
) DET an uteng ragoul secara 18, 131

A nods
r*

langsung : ud

l)

=% ’)
at

-

AG
J

K

huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya ményatakan masih
mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah

Naaral
128y

s ae
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sehaoaimana dimzkend
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pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Passl 25

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(R} Wetenhniorn lehih lanhit meraenai tata rora menohamican nititono retribnist
(o) Aetentuan letin laamul mengenzy &a cara pEngnapusan pliiang reuitust

yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Bupat.

BA

INSENTIF PEMUNGUTAN

X

XX

Pasal 26

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.

:
{9 Pamhaerian incerntif cahaoaimana Aimalraiid nada avat {1} ditatani-an melaling
aZ ogmpenan meentl sehag 12 uc p ayatl (1) atetapidan meiaiil

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan

inocentit cehaooimanrsa dimmalbr-ond nada avat (1)
negentt sebay; 344 ua pe 2yat L

Aiatriir Aarmosrn Peratiiranm Riuyrnat
> raeng rerony = 8]

dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

RAR XTI
PENYIDIKAN

Pasal 27

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
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rmidanga 4di hidane RBetribuist Daerzsh | sehoosimansa dimalbrond dalam Undanao-
pecang Qr cedang b & L senEg 1 Ec 8 .68 Lngang

A A A AT ay

Undang Hukum Acara Pidana.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri

ciril tartentiy ; 11ﬁn'lr)111rfoﬂ pﬁﬂ"\nﬂﬂf91’\ Naaral vana Hvzﬂfﬂrar rﬂah 1‘\9191'19
Sipul tertentu ang g2y L& g j5:+;

SAnrvas

r
»
y
»
b3
r
g
»
3

k

yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

ot

[# =8

-

&, menerima  mencori rnav}gn}rnwnhfaﬁ darr rmeneht keteraonoon

AAAT A AT A dnaaiay Adarca AL oy Asava ~ e S = et

0

S

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti mencari, dan mengumpullzan lketerangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah,;

c. memintz keterangan dan bahan bukt dard orang pribadi atzu Badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah,;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak

it Daeralh:

154
s \ﬁ\t‘wA

r'\n"ono di Hﬂann Patrih
e

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bultdi tereebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah,;

ﬂ‘\@l’l"}‘l"l 1 ]’\ﬁ?‘x‘iﬁ1‘lﬁ “QTﬂ /Df")'l? m919r91 T 2T mﬁ"ﬂi’iﬂ(‘fﬂl]{ﬂ?ﬂ 1S
AL A Asaanas o

Y 1
B I ~. e e = T e o JE R o e

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

02

memaoiret sewerworio varna terkaitorn denoan tndzl widans Retribuoe
g vang Deriotian O s S I8 12

A Aasvaasnsa v NSNS A s AN AR v s

Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tarcan gy'a +211 ealroi

CALCATA AL ATy

j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

A A VAN A s s A A vaaa

nidanz di hidano Retribaic Daerah secnial denosn leterihior nerotoran
prassiatact o % usl St SaTdapedd 2 i
perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

1‘\@1’\“1(“1 lfQ‘l‘\ AOI" mn’i‘\"‘ﬁ‘l"t"\‘l‘iﬂiL"D?‘i }‘!DQ‘H 1’&1‘“7‘11’111‘ Q‘l’l‘lﬂ"‘Q 11“31’0’:\(10 Dﬂ‘l'ﬂ 11‘I 13t
¥ iy Saapo ol D el e A 3 “va

melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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BRAR X¥W

' KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

(1) Wajib retribusi yan tideak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

nidans Aandz nalineg banuvals 2 Haa) bali inimalah reiribaret teritanr
prlang Qfnaa peang tenyell 2 \Uga) L2 jumizn remious: er

4
f
03
St
f
03

atau kurang dibayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), merupakan

nalanaaarain
peiangaaran,

{3) Denda sebagaiman dimaksud pada ayat (1), merupakan penérimaan Negara.

— = —

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang
berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sepanjang

Al Aintnr Aslora Parahiiroe | ioeral i raooin Aornat artocon oelamo
4 L2 4§ regatriir ey 1 &2 =

1 oYY 7 3
L RO O DESLL U PAL WS 5L AU LR R AR WAL

5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BA

o ey
X 1

by ]

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau

Partalrnan  dicabhait Aar
Fertaloan., QICSRET ¢

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur
dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangxan..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanéan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli
Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 17 September 2012

BUPATI TAPANULI TENGAH,
dto

RAJA BONARAN SITUMEANG

Diundarﬁgkan di Pandan
Pada tapggal 17 September 2012

S 'ARIS D KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

R N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 14 TAHUN
2012 SERIC
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

I, PENJELASAN UMUM
Dengan ditetapkannya undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai salah satu upaya untuk
mewijutlan otononomi nyata, dan bertanggung jawab,
pembiayaan pemerintah dan pembagunan daerah yang berasal dari Pendapatan
Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu

il ) 5o . . = . 0
Aol ratlrom el aers Vrerrmarndirion Aneralr Aclory 5e=3 ST S T ST
cQranguatkian Seangos

AR A LIS AvaiA s 4 TeTAL A A s A A A Latas AL AR AA ] A &

penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Cukup jelas.

Pagal 2
Yang dimaksud dengan ” Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan ” adalah
retribusi yang diperoleh atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang

melalkeanaltan kegiatan nikghz nerdacancan 4di wilavah Kahiinaten Tananuili
e e e i biscs’ ~ o s i bl - sausy - usaiad B A S e e aadiag o e P NS

Tengah. '
Pasal 3

Culmy jelas,
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal §

Cukup jelas.
Pasal 6

J A,

Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Pasal 10

Pasal 11
Cukup jelas.

1
Paszal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.



asal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Culaup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
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